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PUTUSAN
Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Utj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:
XXXKXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 30 Desember
2000, NIK:  xxxxxxxxx04, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya ZABRI HASIBUAN, S.H. Advokat
pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan
Hulum MAHATVA, beralamat di Jl. Rambutan,
Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2023,
sebagi Penggugat;
Melawan
XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bagan Batu, 21 November

1994, NIK:  1Ixxxxxxxxxxl, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Mekanik Sepeda
Motor, Alamat XxxXxxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Utj,
tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita gugatan Penggugat:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, sebagaimana
tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/1/2020, tertanggal 05
Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah
orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan
Sinembah, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah kerumah
kontrakan di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, selama
lebih kurang 2 (dua) tahun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat
berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami istreri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara
Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan
suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun
dapat diselesaikan akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
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hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat antara lain adalah:

6.1. Tergugat merasa Penggugat tidak bisa memberi keturunan;

6.2. Tergugat pernah tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan;

6.3. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

6.4. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumabh;

6.5. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juli 2022, kejadian berupa Tergugat dan Penggugat
cekcok karena persoalan diduga Tergugat memiliki wanita idaman lain diluar
rumah, hingga akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah
kontrakan bersama;

8. Bahwa setelah terjadi persoalan tersebut diatas antara Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah Tergugat di
Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat tinggal dirumah Penggugat di
Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
keluarga namun tidak berhasil;

10.Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk
memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang
Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan
hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan
perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup
rukun di dalam berumahtangga (melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana
disebutkan dalam kaidah Figh. “Kemudlaratan/kesulitan itu harus
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dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian
adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan
yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia
Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan
untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar
keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa, pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir dengan diwakili Kuasa nya, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut Relaas Panggilan yang telah dipanggil secara resmi dan
patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat
kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama
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Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu
Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu
Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata
cocok;
Upaya damai oleh Majelis Hakim
Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
Upaya damai melalui mediasi
Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Pembacaan surat gugatan
Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara
dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
Acara pembuktian dari Penggugat
Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/1/2020 tanggal 5 Januari
2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

B. Saksi:
Lo xXxxxxxxxxxxxxxx, di  bawah sumpahnya secara Islam telah
menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi

Putusan. No 639/Pdt.G/2023/PA.Utj Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai abang sepupu Penggugat;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih
1 (satu) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat
merasa Penggugat tidak bisa memberi keturunan,Tergugat pernah
tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan. Tergugat pernah
melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki
wanita idaman lain diluar rumah, danTergugat suka berkata kasar
kepada Penggugat;

- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;

2. XOXXXXXXXXXXXXXXXXX, di  bawah sumpahnya secara Islam telah
menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi
abng sepupu Penggugat;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih
1 (satu) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat
merasa Penggugat tidak bisa memberi keturunan,Tergugat pernah
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tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan. Tergugat pernah
melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki
wanita idaman lain diluar rumah, danTergugat suka berkata kasar
kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;
Acara pembuktian cukup;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan
tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat
diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan
Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan
Penggugat di persidangan;

Pemeriksaan selesai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Pertimbangan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadiladilnya (ex aequo et bono);

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis
Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat di setiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal
31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak
berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama
proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat
dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perUndang-Undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
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Republik Indonesia, maka quod est Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang
masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di
luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan
maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat
telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus
sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun
1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat
beracara di muka persidangan;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara a quo,
baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang
berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat telah
mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan
Agama Ujung Tanjung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi
relatif untuk mengadili perkara a quo;

Beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, sehingga quod est Pasal 149 dan 150 R.Bg juncto
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan
Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai
dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh
dalil gugatan Penggugat, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg, alat bukti
pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan
menentukan (beslissende), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita
gugatan Penggugat tentang tempat tinggal setelah menikah dan keturunan
telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat
yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat
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bukti atas hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan menggunakan alasan perceraian sebagaimana yang
tercantum dalam dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan prinsip
mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam hukum perkawinan
di Indonesia, quod est Penjelasan Umum poin (4) huruf (e) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
pengakuan Tergugat tersebut di atas, tidak menjadi alat bukti yang sempurna
untuk membuktikan alasan perceraian yang yang dikemukakan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan doktrin
hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya
Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi
terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang
hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama
berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta yang
harus dibuktikan adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,
setelah Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna
membuktikan fakta kejadian tentang alasan perceraian tersebut di atas;
Analisis pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
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telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi dan surat, yang masing-masing
bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
[P] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai
dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai juncto Pasal 3
Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
[P.] yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna
(volledig). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi
Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 05 Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang adalah sepupu
Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, saksi tersebut bukanlah
orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg.
juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan
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sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg.

juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat/didengar dan

atau dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah
tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun disebabkan Tergugat merasa
Penggugat tidak bisa memberi keturunan, Tergugat pernah tidak memberi
nafkah selama 6 (enam) bulan, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada
Penggugat,Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumah, dan
Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana

uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan

orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan
hubungan rumah tangga keduanya, tidak memiliki konflik kepentingan (conflic
of interest) dengan perkara a quo, dan keterangan saksi tersebut juga saling
bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam
perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat
bebas (vrij bewijskracht), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
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saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

2. Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 tahun dan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;
Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

1. Petitum umum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1
(satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab
kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum
lainnya;

2. Petitum perceraian;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2

(dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan

hukum sebagai berikut;

a. Surat Arrum ayat 21
28 5 ogie- At - y.°% siEe at 4T L& A3 2w ST Wir 0 gl o .
3% K Jeas Wl KA W5 & e & GRHA bey
A R R SRS S
O5580 o580 Y Sl od (F4aa 55

Artinya:Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
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cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan Saksing. Sungguh, pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum
yang berpikir (Quran Surat Arrum ayat 21)

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu
Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

o2 s S5a
Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula
kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz
I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagai berikut:

Lagdi) Gl ) ) ua Lagalis ) (& 9 Olideada ol jlas 1)
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih
ringan.
d. Norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II

halaman 290;

el Y0l e 7ol ol ool ] 3 ll 2l e s o g3l
L&J'Lmy\ By cf»dh P'lj.)
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia
mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari
suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi
keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua’;

e. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:
b Lad (g Lgial o Byl l g9 Asa i ¥ Ly a3l i) A 30 sl 13
g Wiges Cadl 1M Alny by (BEN LBlEY e Qi o) L e Legliih
Al Al e gl Lagls 30y (6 ()
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Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya,
baik berupa ucapan maupun tidakan, yang menyebabkan ia tidak
sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan
suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat
kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila
gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk
mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya
dengan talak ba’in.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua
belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim
menilai persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat
prinsipil dan menyebabkan rumah tangga keduanya pecah (broken marriage).
Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat
tentang fakta tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2)
dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim
kemukakan di atas, maka petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengutip dalil syari yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
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Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran

adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan

menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak

raj’i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada

istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembalim
menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan
pertimbangan syar’i dan yuridis di atas, Penggugatt dan Tergugat diceraikan

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum biaya perkara;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Kesimpulan
Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:
1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara a quo;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga
menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat
dikabulkan seluruhnya dengan verstek;
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Pertimbangan penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Putra
Irwansyah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Adam Wahid Pangaji, Lc.,
M.S.I. serta Rizal Sidig Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd
Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. Rizal Sidiq Amin, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

Ttd
Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan Rp 200.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 355.000,00
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